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karakier bangsa guna menjaga kuglizas bidup manusia (the gnardian fo enhance gualzziy gz 7
kemanusiaan (the guardian fo humanily), dan menjaga tetap lestarinya pemdaéran zmzﬁ‘- o
guardian to civilization).

Kata Kundi : Karakier Bangsa, Pancasila
Ilmun Kepolisian, Fungsi Kepolisian Pro Akrif.

Pendahuluan

Makalah ini akan mepunjukkan bahwa
hakekat keberadaan Ilmu kepelisian secara
aksiclogis sejatinya untuk membangun karakies
bangsa, melalui terwujudnya keteraturan sosial, _
tata tentrem kerta raharja, yang tercermin dalam Ilmu kepolisian yang dilakukan melalui
hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia kepolisian proaktif, yaitu seperangkat kegi
dengan manusia lainnya, dan manusia dengan operasional  kepolisian dalam  menge ola,
lingkungan sebagai ruang hidupnya. Konsep masalah-masalah sosial melalui strategi yang
filsafat kemanusian ini merupakan inti dari simultan (simuliancons strategy fo social problens)
Pancasila yang harus menjadi landasan dalam dan proaktif dalam mengelola setiap tingkatan
membangun karakter bangsa, dijadikan patokan masalah sosial secara dini, cepat, tepat, terpadu,
sinergi, ~mengutamakan pencegahan, dan
memberdayakan warga masyarakat.

Sebagian makalah pernah diswwpaikan pada Orasi Heniah dalzm mamgka
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indosnesia, 2016,
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-i{i(};g.(‘;__-___RepUbiik Indonesia, Prof. Dr,

.Bé:;_ﬁ_bang Yudhoyono pada peringatan Hari
" Pendidikan Nasional tahun 2010, menegaskan

bahwa sebuah negara yang akan survive, menang

- dan sukses dalam era ini adalah mereka yang
i Ib_éi;péngetahuan dan keterampilan (knowledge
©and.skill), serta berkarakter kuat. Character
"bi_i_ilding_- bukan hanya tugas dunia_péndidikan
tapl jLiga tugas bangsa secaza keseluruhan.
Forum Konsultasi Antar Pimpinan Lembaga
Negara pada bulan Mei 2011 menghasilkan
sebuah komitmen bersama, semua Lembaga
Negara wajib secara aktif merevitalisasi nilai-
gerakan  bersama

nilai. - Pancasila ‘melalui

yang
Kemendiknas mengembangkan 18 nilai-nilai

terstruktur, sistematis, dan massive.
dalam pendidikan karakter bangsa yang dimulai
pada tahun ajaran 2011 dengan menyisipkan
nilai-nilai dalam pendidikan karakter dalam

proses pendidikan.

Pemerintahan  Presiden Joko. Widodo
dan’ Wakil Presiden Jusuf Kalla menempatkan
Pembangunan karakter bangsa melalui Revolusi
mental sebagai salah satu agenda prioritas
dalam: = ‘Nawacita’.

Membangun sebuah bangsa yang maju dan

pembangunan  nastonal

modern sejatinya adalah pekerjaan pendidikan.
Pe

idikan sebagai suatu proses pembelajaran
sepanjang hayat untuk membentuk karaktcr
yang baik, mengembangkan potensi dan talenta
individual, memperkuat daya intelektual dan
pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta
spirit berdikari.

Ilmu Kepolisian dan pembangunan
karakter bangsa

[lmu kepolisian bukanlah sebuah bidang
dlmu pengetahuan yang baru dalam  dunia
ilmu pengetahuan. Namun keberadaannya di
Indonesia masih relatif muda, yang pada awal
kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya
tidakdapatdipisahkandarikeberadaanPergu:uan
Tinggi (PTIK). PTIK

Timu Kepolisian

didirikan pada tahun 1946 merupakan salah saty
perguruan tinggi vang tertua di Indonesia, yang
pertama kali mempelajari dan mengembangkan,
sekaligus mengimplementasikan bekerjanya ilmu
dan teknologi kepolisian melalui para alumninya
yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Hmu Kepolisiane, lahir sebagai  sebuah
keniscayaan alamiab evolusivilmu pengetahuan
guna memenithi kebutuhan umat manusia untuk
pemecahan masalah, dijadikan actan dalam
beradaptasi dan menghadapi lingkungan tempat
hidupnya, serta untuk meningkatkan kualitas
hidup dan lestarinya peradaban umat manusia.

HUmu kepolisian juga merupakan landasan
bagi pengembangan profesi kepolisian. Ketika
tugas-tugas penyelenggaraan fungsi kepolisian
dinyatakan = sebagai  sebuah profesi, maka
diperlukan ilmu pengetahuan yang melandasi
pola tindakan, sebagai alat kontrol kebolehan
terhadap manipulasi penyalahgunaan profesi,
dan sebagai titik tolak pengembangan ilmu
dan profesi yang bersangkutan. Ilmu kepolisian
merupakan ilmu yang universal, bukan ilmu yang
eksklusif dimonopoli oleh dan untuk Polr, satu
kelompok atau golongan saja. Ilmu kepolisian
milik umat manusia, dapat dipelajari oleh

sinpapun dalam meningkatkan kualitas hidup.

Secara  konseptualy Ilmu  kepolisian
merupakan scbuah™bidang ilmu pengetahuan
yang mempelajari fungsi dan lembaga kepolisian
dalam mengelola masalah-masalah sosial guna

mewujudkan keteraturan sosial.

Sebagai scbuah bidang ilmu pengetahuan,
hidup~
tumbuh dan berkembangnya  harus dapat

maka  keberadaan,  kemanfaatan,
dikenali, didekati, dipelajari, dipahami dan
dikembangkan dari hakekat keilmuannya yang
meliputi kajian ontologi, epistemologi, aksiologi,
dan metodologinya. Sebagai sebuah bidang
ilmu pengetahuan, maka secara epistemologis
tersusunnya  batang twbuh  Ilmu  kepolisian
merupakanhasilperpaduansecaraeklektisberbagai
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j-konsep dan teon dan Ilmu penoretahuan utama ::"
_ .:'-":-dan secara ontologzs digunakan, dnntcgras;kan
- “dan: dxramu guna mengkap berbagau persoalan—
S persoalan dalam mengelola fungsi dan lexnbaga""
- * kepolisian (inward looémg smdzes), dan - i{ajlan '

. berbagai permasalahannya yang terwujud sebageu
* masalah sosial - dalam mewujuékan Leteramran
. 'Sosml (c om‘wam' looimg srudzes)

o ;.._Ixonsep fungsz kepohman fﬁempaka_n
'éep'erancrkat kegiatan operasional kepolisian
guna mengelola masalah-masalah sosial guna
terWUJudnya ketegaturan sosial. Fungsi kepolisian
dllaksanakm melalui strategi yang simultan
dan daiam intensitas yang berbeda-beda sesuai
deﬁgan dengan tingkatan atau eskalasi masalah
sosial vang dihadapi (simulianeous strategy to
social problem). Strategi simultan itu meliputi
stra_fe_gi deteksi dini, pre-emtif, preventif, dan
represif ~ investigatif, yang dilaksanakan secara
proaktif untuk mengelola setiap tingkatan atau
eskalasi masalah sosial secara dini, cepat, tepat,
terpadu, sinergi, mengutamakan pencegahan,
dan memberdayakan warga masyarakat. Fungsi
kepolisian ini yang disebut dengan Fungsi
kepolisian yang proaktif.

Fungsi  kepolisian 4 proakeif  memiliki

peran untuk memastikan tefjaminnya proses
pembangunan  dan  berjalannyats, aktivitas
kehidupan warga masyarakat. Dalam konteks
ini, fungsi kepolisian harus mampu mencegah,
meredam, mengajak dan  memberdayakan
masyarakat, meniadakan, dan bahkan harus
menumpas

berbagai  gejala

mengganggu, menghambat,

yang  dapat
merugikan, dan
bahkan merusak produktivitas kehidupan warga
dan jalannya proses pembangunan. Proses
pembangunan dan berbagai aktivitas kehidupan
warga masyarakat dilakukan guna terpenuhinya
berbagai kebutuhan, terjadinya peningkatan
kualitas hidup (zhe guardian to enbance quality of
life}, dan terbangunnya peradaban umat manusia

yang lebih aman, lebih adii dan lebih sejahtera (7o
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._-_'cz‘z)zlzzaz‘zm), dan pemberdayaan Warga agar lebih: o
saling” mengh&rgal sahncr menghormatl sahng S
_membanm go‘conor royong, dan menghormauf

: 'zﬁterhadap manusia dengan : peniai{unya “dan -

'Lemanusxaan (to law /'f:zfmarrzziy)

Sepelangkat kegmtan operasmnal Lepohswn;..__j
'dltata melaim sebuah inekamsmc kerja ya.ng 3
sisternatis, adanya keterauuan dan adanya kepastzan_' S

dalam sebuah adnrumstram kelernbagaan Oleh_ﬁ__"-
karena itu diperlukan” Czua untuk mengeiola dan
wadah "~ untuk berbagai  proses Interaksi guna
mencapai tujuan yang telah ditentukan. Wadah -
dan proses untuk melalqﬂcan berbagai kegmtan '
disebut dengan organisasi, sedangkan cara untuk |
menatanya disebut dengan manajernen.

Mewujudkan keteraturan sosial merupakéri
aspek kajian aksiologis yang menjelaskan tujuan
dan kemanfaatan keberadaan Ilmu Kepoiisia;};
Keteraturan sosial merupakan suatu keadaan
berupa situasi dan kondisi kehidupan sosial
masyarakat yang berjalan sesuai dengan aturan
dan norma-norma yang berlaku, warga dapat
menjalankan produktvitasnya tanpa rasa takut,
saling menghormati, saling menghargai, saling
membantu, saling menjaga, gotong Foyong,
adanya kepastian, merasa aman dan damai. Tata
tentrem kerta raharja. Sejatinya, keteraturan sosial

merupakan wujud dari aktualisasi - nilai-nilai

Pancasila dari konsep Pembangunan -karakter
bangsa yang bertujuan’ untuk menjaga kuali
hidupmanusia (the guardian to enbance quality
of life), menjaga kemanusiaan (the guardian fo
love bumanity), dan menjaga tetap lestarinya
peradaban (the guardian to civilization).

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui
Fungsi kepolisian Proaktif

Melalukan nilai-nilai

Pancasila artinya proses menggiatkan dan

revitalisasi

menumbuhkembangkan kembali pemahaman
dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai
dasar negara, pandangan hidup bangsa (way
of life), dan ideologi nasional, sebagai sebuah




ang sangat penting dan utama. dalam

'menentukan keberadaan dan  keberlanjutan

“'-__bangsa Indonesia. Mengamalkan nilai-nilai
. -_:Pancasﬂa merupakan suatu kemutlakan yang
o _.telus menerus harus ditumbuhkembangkan agar
-'.meresap dalam hati dan pikiran, serta terwujud

E ':ﬁ:-_dalam “perilaku  kehidupan bermasyamkat,

o 'elbangsa, dan bernegara.

Sebagalmam telah diuraikan diatas, bahwa
f:Ilmu ‘kepolisian melalui¢’ fungsi kepolisian
':yang proaktlf bertujuan  untuk  mewujudkan
keteraturan sosial yang merupakan konsep
-' -_dan__: Pembangunan karakter bangsa, agar
warga masyarakat dapat berproduktivitas bagi
peningkatan kualitasnya hidupnya; terbangunnya
saling menghargai, saling menghormati, saling
membantu, saling memperkuat, tenggang. rasa,
tidak menindas, tidak semena-mena terhadap
orzi_rig lain, tidak melakukan perbuatan yang
merugikan kepentingan umum bagi terwujudnya
penghormatan kepada kemanusiaan;
térﬁéngunnya kesadaran dan kepatuhan kepada
berbagai peraturan dan norma-norma guna
tetap lestarinya peradaban umat manusia.

Fungsi  kepolisian  proaktf merupakan
seperangkat kegiatan operasional kepolisian
yang dilakukan melalui strategi simultan dalam
mérig'c't:iola masalah-masalah “sosial  sesuai

dengan tingkatan eskalasinya yang digambarkan
sebagai Teori Gunung Es. Strategi simutdn
itu dimulai dari deteksi dini (early warning);
strategi pre-emtif (indirect prevention), preventif
(direct prevention), represit (latw enforcement)
investigatif.

temasuk

(Dahniel,  2008).

»»»»»»»

[FP g OO |

H LSSALATS GAMEZWLN || eTmurs AMTUALEAL

TEORL GUMUING ES FUNGS! KEPOLISIAN PROAKTIE {Rycion Amelsa Qolaimi, 2005

pre-emtif yang utamanya dan efektif untuk -
menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan
dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih -
terwujud sebagai potensi-potensi gangguan
atau faktor korelatif kriminogen, yang belumn
muricul kepermukaan dalam bentuk gangguan. -
Deteksi dini merupakan, serangkaian kegiatan .
untuk mengidentifikasi berbagai faktor korelatif

kriminogen dari seluruh aspek. kehidupan

muasyarakat, melakukan pemetaan sesuai dengan -
kategori dan eskalasinya, dan selanjutnya -
memberikan rekomendasi berupa peringatan

dini (early warning) kepada para pemangku
kepentingan berkewenangan untuk melakukan
langkah lanjutan berupa tindakan pre-emtif]
preventif sampai dengan penegakan hukum
secara proaktif. Deteksi dini mendorong para
pemangku kepentingan berkewenangan pada
tataran  suprastrukrur - atau para  pemimpin
untuk bergotong royong secara sinergi dalam
melakukan = pemetaan © potensi  masalah,
bukan jalan sendiri-sendiri. Mendorong para
pimpinan untuk bersama-sama menindaklanjuti
rekomendasiearly ~warning - sesuai - defigan
kemampuan, kewenangan dan sumberdaya
masing-masing secara terpadu. Singkat kata,
deteksi dini mendorong para pemimpin untuk
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan
memberikan tauladan uatuk bergotong-royong,
saling membant®l, dan saling terpadu guna

meningkatkan kualitas hidup warganya.

Selanjutnya  pada  strategi  pre-emtif
disebut juga indirect prevention atau paralel
dengan public health dalam dunia kesehatan,
berisi berbagal upaya pembinaan masyarakat
dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas
warga dalam memelihara keamanan dan
ketertiban, dengan tujuan meningkatkan daya
tangkal, daya cegah dan daya lawan warga
terhadap  berbagai gangguan kamtibmas.
Upaya ini dilakukan secara proaktif yang
mengedepankan tindakan pencegahan melalui
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Diawali dengan strategi deteksi dini dag.:._f_




pemberdayaan keikutsertaan, membangun rasa'
o '_salmg membantu—sahng menghormaﬂ saimg

_ memperkuat gotong loyong, ketaamn terhad&p_

B pemmran dan norma- norma yang berlaku, yancr
tidak - saja menczptak&n rasa aman, lebih dan itu

'_'::Juga membangun kedamaian d1tengah warga
i masyamkat Dalam kond151 ini, sesungguhnya

strateg1 pre-emtif sedang mengaktuahsaska
- nilai-nilai Pancaszla dan mendorong warga
N m1syar1kat pada tataran’ substruktur dalam
-me__z__nbgngun karakter <bangsa. Menmgk_atkan
kﬁpasitas—kuaﬁtas warga, mengedepagkﬁn upaya
p'énc'é'.gahan merupakan model dari pemolisian
yang modern. Prewention is better than cure,

Pada strategi preventif yaitu seperangkat
kegiatan proaktit yang utamanya dan efektif
dilakukan ketika eskalasi masalah sosial dinilai
pada: tingkatan ambang gangguan atau pofice
hazard. Strategi ini disebut juga direct prevention
paralel dengan preventive medicine dalam dunia
kesehatan, berupa segala usaha dan kegiatan
untuk memelihara keselamatan orang, benda dan
barang termasuk memberikan perlindungan dan
pertolongan, khususnya mencegah terjadinya
pelanggaran hukum. Upaya-upaya pencegahan
tidak saja dilakukantoleh lembaga kepolisian,
akan tetapi juga dilakukan oleh instansi terkait
sesuai dengan kewenangannya, masyarakat
secara individu maupun terorganisir seperti
siskamling, pecalang, satpam, polisl“pamong
praja dan tramtib. Strategi preventif juga
mendorong warga pada tataran infrastruktur
untuk bergotong royong, saling terpadu, saling
memperkuat dalam melakukan pencegahan
terjadinya gangguan keamanan dan pelanggaran
hukum.

Pada strategi penegakan hukum, utamanya
dari perspektif hukum kepolisian yang progresif,
salah  satunya mendorong berkembangnya
paradigma  keadilan yang memulihkan atau
restoratif (restorative justice) dalam pemecahan
masalah di masyarakat secara komprehensif.
Pendekatan restorative justice dapac dikatakan
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'f_merupakan pendekatan le‘ga] _]zzsz‘z.ce sysz‘e%__ plm _
~ Pendekatan legal justice. sysfem yang legalistik
" I_menganggap bahwa Perbuatan yang merusakf
: menyakm, melakukan keke;asan ‘dan - Tain S
Sebagamya ad&lah perbuatan yang. melanggar"'f”'
-.:huix,um atau.

melanfrgar undang undan

perlu dipulihkan dengan cara ‘s put things right
as possible” (Zchl, 2002; Dahniel, 2013, 2015)
Untuk {tu sermua pihak yang berpentmgan harus
bersama-sama berkontribusi, menaruh perhatlan
dan bertanggung jawab membuat hubungan
yang ada di masyarakat menjadi lebih baik.

Seringkali para pemangku kepentingan
berpikir

vang legalistik * dalam  menyelesaikan suatu

berangkat ~dengan = pendekatan
permasalahan, tentunya hal ini tidak salah,
karena memang negara Indonesia adalah negara
hukum. Namun fakea juga menunjukkan bahwa
penyelesaian  masalah  melalui jalur  hukum
seringkali menghasilkan ketidakpuasan dari
para pencari keadilan karena tidak menemukan
keadilan dan kemantaatan dari hukum yang

ditegakkan.

saﬁgat

Pendekatan  keadifan  restorasi
implementatif bukan saja untuk permasalahan
ringan, karena sejak  semula keberadaan

restorative justice tidak bertendensi untuk
menggantikan tatanan legal/ justice systein.
seorang terdakwa dalam
perkara pencurian yang masih memiliki dua

Sebagai contoh,

orang anak dibawah umur, hanya mungkin
mendapatkan pertimbangan untuk dijatuhi
hukuman yang tidak terlampau berat oleh
hakim karena memiliki anak dibawah umur.
Namun, permasalahannya tidak sesederhana
itu, bagaimana dengan kelanjutan kehidupan
dua orang anak itu, kenapa terdakwa sampai
melakukan pencurian, bagaimana dengan sistem

.Resz‘omz‘zfue Justice memandang secara 1eb1t;1 :
komprehenmf holistik.dan mtegrahstlk bahwa'- '
pe1buatan vang dilarang - tersebut merupakan :
perbuatan ‘'yang membuat relationship ‘antara
warga masyarakat menjadi rusak dan karenanyd E




Leamanan setempat, daya dukung infrastrukur

daelah “pengangguran, tingkat pendidikan,
dan seterusnya yang secara legalistik tidak
S ada kewajiban bagi hakim untuk memastikan
L 'Iﬁ'ériéﬁidiipan yang layak bagi anak-anak itu,
S termasuL berbagai masalah pendukungnya. Lega/
: B jusz‘zce sysz‘em hanya akan berhenti sampai pelaku
~dijatubi hukuman, sedangkan penyebab yang

memmbuﬂxan dan dampak yaag ditimbulkan
buLanlah menjadl wilayah perhatian legal justice
: system

Resfamz‘we justice memberikan perhatian
pad4 Wliayah ini. Restorative justice mendorong
serua pihak dari semua tataran masyarakat
supr_as_tmktur, infrasruktur dan substruktur untuk
mengambil bagian tanggung jawab memperbaiki
dan memulihkan rusaknya hubungan sosial
Restorative justice mendorong selurub warga
dari sernua tatapan untuk mengaktualisasikan
nilai-nilai Paneasila untuk bergotong royong,
berkontribusi, mengambil tanggung jawab sesuai
dengan fungsi dan perannya untuk memulihkan
keteraturan yang pusak akibat dari pelanggaran
atau kejahatan yang terjadi.

Penutup

Pembangunan  karakter bangsa  bukan
hanya tugas dunia pendidikan tapi juga tugas
bangsa secara keseluruhan, sebagain,upaya
kolektif sistemik suatu negara kebangsaan untuk
mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya
sesuai dasar dan ideologi, konstitusi, haluan
negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks
kehidupan nasional, regional, dan internasional.

Pembangunan karakter bangsa merupakan
never ending  process yang harus dilakukan
secara sistematik, integral, dan komprehensif.
Revitalisasi dan internalisasi yang dilakukan
tidak saja ditujukan untuk masyarakat Indonesia
pada tataran substruktur, namun lebih daripada
itu terlebih dahulu perlu diawali, dilakukan dan
ditauladankan oleh para pemangku kepentingan

dan para pemimpin pada tataran suprastruktur. A

HImu kepolisian melalui fungsi kepolisian
yang proaktif yang dilakukan scjak dari upayzi_,___
identifikasi dan pemetaan dalam deteksi dini;
pemberdayaan dalam pre-emtif; pencegahan -
dalara. preventif; dan penegakan hukum yang:.'_
progresif sejatinya mesupakan aktualisasi nilai~
nilai Pancasila guna membangun karakter
bangsa, dan mendorong warga masyarakat dari -
semua tataran suprastrukeur, infrastruktur sampai -

dengan substruktur untuk meningkatkankualitas
hidup, menjaga kemanusiaan dan menjaga tetap
lestarinya peradaban umat manusia.
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